
 

 

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

Nomor  W3-5A9/251/Kp.07.6/II/2019 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO  

PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

 

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

Menimbang 

 

: a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Pengadilan Agama Muara Labuh dalam memberikan pelayanan 

kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna pengadilan 

pada umumnya, dalam rangka mewujudkan kinerja Pengadilan 

Indonesia yang Unggul/Prima ( Indonesian Court Performance 

Excellent/ICPE ) perlu adanya langkah-langkah perbaikan yang 

bersifat internal maupun eksternal, termaksud hambatan yang bersifat 

factual maupun yang bersifat potensial; 
 

  b. Bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut 

perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Agama 

Muara Labuh;  
 

  c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b dipandang perlu 

membentuk Tim Manejemen Resiko pada Pengadilan Agama Muara 

Labuh; 
 

  d. Bahwa Hakim dan Pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan 

ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Tim 

Manejemen Resiko pada Pengadilan Agama Muara Labuh. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

Kehakiman. 
 

  2. Undang-Undang  Nomor 3 Tahun  2009 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung RI. 
 

  3. Undang-Undang  Nomor 50 Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
 

  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 
 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025. 
 

  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

 

Memutuskan …. 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA 

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH. 

Kesatu : Membentuk Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Agama Muara Labuh 

dengan susunan sebagai berikut : 

  1. Ketua : Anneka Yosihilma, SH., MH. (Wakil Ketua 

Pengadilan Agama Muara Labuh). 

  2. Sekretaris I : Nasril, S.Ag. (Panitera). 

  3. Sekretaris II : Darnialis, S.Ag. (Sekretaris). 

  4. Anggota :  Afkar, SH. (Wakil Panitera). 

     Drs. Nurfadhil (Panitera Muda Gugatan). 

     Etma Juita, BA. (Panitera Muda Hukum). 

     Hafniati (Kasubbag. Umum dan Keuangan) 

     Syafrizal (Kasubbag. Kepegawaian – Ortala). 

     Warliati (Kasubbag. Perencanaan, TI dan 

Pelaporan). 

     Rizal Razai Thamrin, SH. (Panitera 

Pengganti) 

     Willia Hesti Sari, SE. (Jurusita Pengganti). 

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim Menejemen Resiko pada Pengadilan Agama 

Muara Labuh adalah sebagai berikut : 

  1. Ketua : Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

Agama Muara Labuh. 

  2. Sekretaris I : Membantu penyelenggaraan kegiatan adminis 

tratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas 

dan tanggungjawab Tim Manajemen Resiko 

dalam Bidang Kepaniteraan.  

  3. Sekretaris II : Membantu penyelenggaraan kegiatan adminis 

tratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas 

dan tanggungjawab Tim Manajemen Resiko 

dalam Bidang Kesekretariatan.  

  4. Anggota :  Mengidentifikasi resiko-resiko dalam Bidang 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat 

mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan 

fungsi Pengadilan Agama Muara Labuh.  

 Menetapkan  kriteria akibat dari masing-masing 

resiko yang mungkin terjadi. 

 Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya 

masing-masing resiko. 

 Membuat rencana tindakan untuk menghindari, 

mengurangi atau mengalihkan masing-masing 

resiko. 

Ketiga : Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Agama Muara Labuh dalam 

menjalankan tugasnya bertanggungjaab kepada Ketua Pengadilan Agama 

Muara Labuh.  

 

Keempat :  Keuanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Agama 

Muara Labuh tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas 

kedinasan sehari-hari. 

 

Kelima ……… 

 

 



 

Kelima : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dari usulan Tim 

Manajemen Resiko pada Pengadilan Agama Muara Labuh harus 

memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran ( DIPA ) pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh. 

 

Keenam : Keputusan  ini berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan,  dengan ketentuan 

apabila   terdapat kekeliruan akan  diadakan  perbaikan sebagaimana  

mestinya. 

 

Ditetapkan di : Muara Labuh 

Pada Tanggal   : 21 Pebruari 2019 

Ketua Pengadilan Agama Muara labuh, 

 

 

Nurmaisal, S.Ag. 
NIP. 19741114 199903 2001 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


